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Sumber gambar: 

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/04/20/gubernur-kalsel-bagikan-bantuan-pendidikan/ 

 

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor bagikan berbagai macam bantuan 

pendidikan kepada seluruh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan alat kebudayaan ke seluruh 

pendidikan di Kalsel. 

Hal ini diberikan pada pelaksanaan Halal Bihalal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Kalimantan Selatan beserta Dinas Sosial Kalimantan Selatan bersama Gubernur 

Kalimantan Selatan dan Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan. 

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengungkapkan dalam suasana halal 

bihalal, kita bersama-sama merasakan bagaimana semangat persaudaraan yang begitu 

besar itu tumbuh, dan kebersamaan terlihat dari semangat kita berkumpul. 

“Dengan segala upaya dan niat tulus kita untuk berbakti dan mencurahkan segala 

tenaga dan pikiran kita dalam memajukan lingkungan yang aman dan harmonis,” 

ucapnya, di Kabupaten Banjar. 

Ia menerangkan, kerja keras dan pengabdian kita dalam menjalankan tugas sehari-

hari tentu merupakan perjuangan yang sangat mulia. Oleh sebab itu, Gubernur Kalsel 

yakin dengan semangat ini mampu mengatasi segala macam tantangan, baik itu berat 

ataupun ringan, semua akan mudah karena kita bersatu. 

“Dengan hati yang suci ini kita harus terus semangat untuk meneruskan perwujudan 

merdeka belajar. Mari bawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang 

memerdekakan,” terangnya. 

Gubernur Kalimantan Selatan Bagikan Bantuan Pendidikan  
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Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Plt Kepala Dinas 

Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun menambahkan selain kegiatan halal 

bihalal pihaknya juga membagikan beberapa sarana dan prasana kepada sekolah – sekolah 

lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. 

“Pembagian bantuan ini akan kami bagikan ke sekolah yang memang membutuhkan 

sesuai dengan data yang sudah kami terima, total bantuan yang diberikan sekitar Rp36 

Miliar,"katanya, di Banjarbaru. 

Untuk bantuan yang diberikan yaitu meja belajar, sound system, papan tulis digital, 

peralatan olahraga, pengadaan mesin fotocopy, alat praktek dan peraga sekolah luar biasa, 

genset serta alat kesenian Habsyi. 

Lebih lanjut dijelaskan, bantuan ini akan diberikan kepada sekolah yang sangat 

membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. 

"Jadi, pembagian bantuan ini akan kami bagikan ke sekolah yang memang 

membutuhkan sesuai dengan data yang sudah kami terima,"imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Daryatno 

menambahkan, pihaknya menganggarkan untuk bantuan peralatan sekolah bagi siswa 

kurang mampu sekitar Rp700 Juta di 2023. 

"Total siswa SMA ywng kami bagikan sekitar 700 orang," katanya. 

Lalu, untuk bantuan sarana dan prasarana penunjang sekolah akan diserahkan pada 

tahun ajaran baru. "Akan tetapi, sebagian bantuan sudah kami serahkan, mungkin masih 

tersisa beberapa saja karena kendala pembuatan dan pengiriman,"tambahnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/04/20/gubernur-kalsel-bagikan-

bantuan-pendidikan/, 20 April 2024.  

2. https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/736699/peringati-hardiknas-gubernur-

kalsel-bagikan-bantuan-ke-sekolah-sma-sederajat, 3 Mei 2024. 

 

Catatan: 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 

Fisik 

 Pasal 2 

Ayat (1) 

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: 

a. DAK Fisik Reguler; 
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b. DAK Fisik Penugasan; dan 

c. DAK Fisik Afirmasi. 

 

Ayat (2) 

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan dan keluarga 

berencana; 

c. Perumahan dan pemukiman; 

d. Pertanian; 

e. Kelautan dan perikanan; 

f. Industri kecil dan menengah; 

g. Pariwisata; 

h. Jalan; 

i. Irigasi; 

j. Air minum; 

k. Sanitasi; 

l. Pasar; 

m. Energi skala kecil; 

n. Lingkungan hidup dan kehutanan; 

dan 

o. Transportasi. 

 

 


